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ABSTRAK:

CATATAN :

Bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan
kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan
perubahan kehidupan lokal, nasional dan global dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 perlu mengatur tentang
Kepariwisataan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun
Kabupaten Simeulue tentang Kepariwisataan.

Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 48 Tahun 1999,
UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26
Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008;
UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23
Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005;
PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMEN Kebudayaan dan Pariwisata No.
PM.26/UM.001/MKP/2010; QANUN Aceh No. 8 Tahun 2013.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Azas,Fungsi dan Tujuan, Prinsip
Penyelenggaraan Kepariwisataan, Pembangunan Kepariwisataan, Kawasan Strategis,
Usaha Pariwisata, Hak,Kewajiban,dan Larangan, Kewenangan Pemerintah Kabupaten,
Pendaftaran Usaha Pariwisata, Badan Promisi Pariwisata Daerah dan Informasi
Kepariwisataan, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Pelatihan Sumber Daya
Manusia,Standarisasi,Sertifikasi dan Tenaga Kerja, Pendanaan dan Penghargaan,
Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 14 Desember 2015.

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan
Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan : 4 him



